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MOTTO
ﻟا ﺲﯿﻟ ﻰﺑأ نﺎﻛ لﻮﻘﯾ ﻦﻣ ﻰﺘﻔ#اذﺎﻧﺄھ لﻮﻘﯾ ﻦﻣ ﻰﺘﻔﻟا ﻦﻜﻟو  
Artinya: bukanlah seorang pemuda yang
mengatakan “beginilah ayahku”,




          
Alhamdulillahirabbil’alamin, lȃ haula walȃ quwwata illȃ billahil ‘aliyyil 
adhzim, yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga 
penulisan skripsi yang berjudul Respons Bank Syariah Kota Malang Terhadap 
Kewenangan Pengadilan Agama di Bidang Penyelesaian Sengketa Perbankan 
Syariah (Tinjauan Terhadap Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Perbankan Syariah) dapat penulis susun dan selesaikan dengan baik dan 
lancar. 
Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad 
Saw. Beliau adalah hamba Allah swt yang benar dalam ucapan dan perbuatannya
yang diutus Allah swt sebagai pelita dari kegelapan dalam kehidupan ini. Semoga 
kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau dihari 
akhir kelak. Amiin amiin yaa Rabbal alamiin
Penyusunan skripsi ini, merupakan wujud dari partisipasi penulis dalam 
mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang penulis peroleh selama 
masa perkuliahan Strata 1 (S1). Penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang.
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2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Suwandi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas 
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. 
Syukron Katsiron penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan 
untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, selalu mendapatkan rahmat 
dan hidayah Allah swt, serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran 
dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Dr. Sudirman, M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah 
di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah 
memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh 
perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, 
membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah 
swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam 
penyelesaian skripsi ini.
xTeriring doa kepada Allah Swt, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan 
kritik dan saran dari semua pihak untuk mendukung skripsi ini demi 
kesempurnaan skripsi ini, menambah khazanah keilmuan penulis, dan 
memberikan kontribusi keilmuan di dunia bisnis Syariah.
Malang, 4 April 2013
Penulis,





Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia.
B. Konsonan
ا = Tidak dilambangkan ض = dl
ب = b ط = th
ت = t ظ = dh
ث = ts ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j غ = gh
ح = h ف = f
خ = kh ق = q
د = d ك = k
ذ = dz ل = l
ر = r م = m
ز = z ن = n
س = s و = w
ش = sy ھ = h
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ص = sh ي = y
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 
apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda 
koma diatas (’), berbalik dengan koma (‘), untuk pengganti lambing “ع”.
C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan 
panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:
Vokal (a) panjang = â misalnya لﺎﻗ menjadi qâla
Vokal (i) panjang =  î misalnya ﻞﯿﻗ menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = و misalnya لﻮﻗ menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي misalnya ﺮﯿﺧ menjadi          khayrun
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D. Ta’ Marbûthah (ة)
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditaransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: ﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ ﺔﻟﺎﺳﺮﻟا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya:  ﻲﻓ
ﷲ ﺔﻤﺣر menjadi fi rahmatillâh.
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini:
Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…
Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
Masyâ’ Allâh kâna wa mâlam yasyâ lam yakun
Billâh ‘azza wa jalla
Nama dan Kata Arab terIndonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang bearasal dari bahasa Arab harus ditulis 
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 
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Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak
perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti penulisan nama 
“Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan 
menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan 
penulisan namanya.
Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun berupa 
nama dari orang Indonesia dan telah terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis 
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Terjadinya sengketa industri Perbankan Syariah di Indonesia tidak akan 
dapat dihindari, untuk itu dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk 
menjadi satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang 
menyelesaikan dalam hal terjadi sengketa ekonomi Syariah yang meliputi di 
dalamnya kegiatan Perbankan Syariah karena lembaga tersebut memiliki aparat 
hukum yang dianggap mengerti tentang prinsip-prinsip Syariah. Senada dengan 
hal tersebut, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah secara substansial juga mengatur hal yang sama, akan tetapi, dalam Pasal 
ini juga menunjukkan adanya inkonsistensi dari penetapan kewenangan absolut 
Pengadilan Agama dalam Pasal 49 huruf (i).
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah respons dari praktisi 
Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah, dan Bank Negara 
Indonesia mengenai penyelesaian sengketa Perbankan Syariah yang terangkum 
dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan juga respons 
mengenai persingunggan kewenangan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan 
Negeri (Umum) sebagaimana yang terangkum dalam penjelasan Pasal 55 ayat (2).
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 
lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan dan berpedoman pada 
Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Dimana pengumpulan datanya 
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan analisis 
data deskripsi kualitatif.
Pada hasil akhir dalam skripsi ini, dapat penulis simpulkan sebagai 
berikut. Pertama, semua Bank Syariah yang menjadi objek dalam skripsi ini
merespons baik mengenai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan Syariah 
yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
2008 karena dalam melaksanakan fungsinya sebagai pembangun ekonomi 
nasional tentunya Bank Syariah ingin mematuhi setiap peraturan yang melandasi 
operasional, kegiatan usahan maupun kelembagaan Bank. Disisi lain Bank 
Syariah juga merupakan lembaga intermediary financial yang berorientasi untuk 
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mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan meminimalisir resiko 
yang dimungkinkan akan terjadi, tetap mengutamakan prosedur penyelesaian 
sengketa yang efektif dan efisien. Kedua, mengenai persinggungan kewenangan 
antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang timbul dari Penjelasan 
Pasal 55 ayat (2), berdasarkan pendapat praktisi Bank Syariah dikarenakan 
beberapa hal: (1). Dikarenakan kesiapan hakim Pengadilan Agama yang masih 
meragukan para pencari keadilan; (2). Undang-undang yang mendukung transaksi 
produk Perbankan Syariah yang diterbitkan sebelum diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 
tentang Jaminan Fidusia belum disesuaikan; (3). Dualisme kewenangan tersebut 
disebabkan adanya masih adanya Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai kantor 
cabang dari Bank Konvensional yang ingin meaplikasikan prinsip Syariah, dari 
segi hukum masih berpedoman kepada Bank Konvensional yang mempercayakan 
urusan penyelesaian sengketa kepada Pengadilan Negeri; (4). Dualisme 
kewenangan tersebut diatur untuk kebebasan bagi Nasabah untuk memilih upaya 
hukum yang dipercayainya. Dimana hal tersebut menurut pendapat penulis 
dikarenakan peminat dari Bank Syariah bukan hanya dari Muslim melainkan juga 
non-Muslim, sedangkan masih belum adanya unifikasi hukum dan kepastian 
hukum yang sama untuk seluruh golongan masyarakat.
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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
رد ﺑﻨﻚ . 3102. 55002290. دﯾﻤﺎس,ﻧﻨﺠﺘﯿﺎس ﺑﻨﺖ ﻛﻮﺳﺘﺎﺟﻰﺎ ﯾﻮﻟﻲ ﻓﺘﺮى ﻛﻮﺳﻮﻣ
اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻰ ﻗﻄﺎع ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﺔﻜﻤﺤﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻج
ﻣﻦ 55اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة )اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
ﺑﺤﺚ . (ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ8002ﻟﺴﻨﺔ 12اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﺟﺎﻣﻌﺔ . ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ. ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻹﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. ﺟﺎﻣﻌﻰ
اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج : ﻤﺸﺮفاﻟ.ھﻢ ﺑﻤﺎﻻجاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻜﻤﯿﺔ ﻣﻮﻻن ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮا
.gA.M, دھﻼن ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﻓﻰ , ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت, ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ, ﺑﻨﻚ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ, رد ﻋﻠﻰ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 8002ﻟﺴﻨﺔ 12ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 55اﻟﻤﺎدة 
  .اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ و,ﻣﻔﺮا ﻣﻨﮫأﻣﺮا ﻻھﻲ اﻟﺨﻼف ﻓﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﺟﻮدﻓﺈن
ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ , 6002ﻟﺴﻨﺔ 3ﺮﻗﻢ اﻟﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ( i)94اﻟﻤﺎدة 
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻷن ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻟﺪﯾﮫ وﻛﺎﻟﺔ إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬى ﻓﮭﻢ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
ه اﻟﻤﺎدة وﻟﻜﻦ ﻓﻰ ھﺬ8002ﻟﺴﻨﺔ 12ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 55اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ و أﯾﻀﺎ ﯾﻨﻈﻢ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة 
94اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ﺔﻜﻤﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻗﺲ ﻓﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺤوﺟﺪت دﻟﯿﻼ
  (.i)ﻧﻘﻄﺔ 
ﺠﺎﻣﻌﻰ ھﻮ إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺑﺤﺚ اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻓﻰ ھﺬا
اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻰ 
ﺔ ﻜﻤﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺎطﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤوﻛﺬاﻟﻚ إ, 8002ﻟﺴﻨﺔ 12ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 55اﻟﻤﺎدة 
ﻧﻮع ﻣﻦ (. 2)ﻓﻘﺮة 55ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻠﺨﺺ ﻓﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺎدة ( ﯿﺔﻋﺎﻣ)اﻟﺠﺰﺋﯿﺔﺔﻜﻤاﻟﺪﯾﻨﯿﺔ و ﻣﺤ
اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﺎﻣﻌﻰ ھﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻰ اﻟﺬى ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
و ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل . ﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻓﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﮫ و اﺳ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ و اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أوﺻﺎف اﻟﻨﻮﻋﻰ ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ
: أﺳﺘﻄﯿﻊ أن أﺳﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻤﺎﯾﻠﻰھﻨﺎك اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﻌﻨﻰﻨﮭﺎﯾﺔاﻟﻓﻰ و
اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻮﯾﺔاﻟﺘﺴﺗﺴﺘﺠﯿﺒﻮا ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻋﻦ ﻗﺪﺒﻨﻮك ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚﻟﻛﻞ ا,أوﻻ
ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ 8002ﺳﻨﺔ 12ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ( 2)و ( 1)ﺮة اﻟﻔﻘ55اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎدة 
ﺗﺮﯾﺪوا ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ طﺎﻋﺔ ﻛﻞ , اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻷن ﻓﻰ أداء وظﺎﺋﻔﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻧﻰ اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻰ
, اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮﻋﻠﻰو. اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ و اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ  و اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ
ﻘﺪراﻹﻣﻜﺎن ﺑاﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ھﻰ أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎطﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻹﺳﺘﻔﺎدة 
ﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻰ ھﻨﺎك ﺳﯿﺘﻢ ذات اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل و إﺟﺮاءات ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻟﺘﻘﻠﯿﻞ 
ﺬى ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺔ و اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﺎطﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪ,ﺛﺎﻧﯿﺎ. ﺑﻜﻔﺎءة
ﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻻزاﻟﻮا ﻷن إﺳﺘﻌﺪاد ﻗﻀﺎة اﻟﻤﺤﻜﻤ(.أ):ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب ﻛﻤﺎﯾﻠﻰ(2)ﻓﻘﺮة 55ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺎدة 
ﯾﺘﻢ إﺻﺪاراﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺬى ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و(. ب),اﻟﻌﺪاﻟﺔﺗﺸﻜﻮن ﻋﻠﻰ طﺎﻟﺐ
ﻟﺴﻨﺔ 24ﻛﻤﺜﻞ اﻟﻘﻨﻮن رﻗﻢ 6002ﻟﺴﻨﺔ 3اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
إﺳﺘﻤﺮار وﺣﺪة اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻛﻔﺮع اﻟﺪﯾﻮان ﻷن(. ت). ﻋﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ9991
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ﻻ وﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﮫاﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪى اﻟﺬى ﯾﺮﯾﺪ 
ﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﯾﺰال ﺗﺴﺘﺮﺷﺪ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﮭﺪت إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾ
.ﻌﻤﻼء اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻼج اﻟﻤﻮﺛﻮق ﺑﮫأن ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ رﺗﺒﺖ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت اﻟ(.ث(. )ﻣﯿﺔاﻟﻌﺎ)
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Sharia Banking.
The dispute in Sharia Banking industry will be inevitable, and then, the
Article 49 point (i) of Law Number 3 of 2006 on the Amendment of the Law
Number 7 of 1989 on Religious Court’s, Religious Court’s grantes the authority to
be the only judicial power agency who is authorized to settle the sharia economics
disputes which includes Sharia Banking activities as a court of first instance in the
religious court because that agency considered has the law enforcement which 
understand the principles of Sharia. In line with this, Article 55 of Law Number
21 of 2008 on Sharia Banking also regulates the same substantially terms, but the 
authors found an issue about Sharia Banking dispute resolution which is 
demonstrated in the explanation of Article 55 clause (2) which indicates the 
inconsistency of the determination of the absolute authority of Religious Court’s
in Article 49 point (i).
The problems which are discussed in this thesis is a response from
practitioners of Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) 
Syariah, and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah about Sharia Banking dispute 
resolution that are summarized in Article 55 of Law Number 21 of 2008 and also
the response of the intersection authority between Religious Courts and District 
Court’s (General) as is summarized in the explanation of Article 55 clause (2).
Furthermore, the type of research which used in this thesis is a field research that 
is supported by library research and based on the Law about Sharia Banking. And
data collection through the observation, interviews, and documentation by using
qualitative descriptions of data analysis.
At the end of the results in this thesis, the authors can conclude as follows. 
First, both Bank Muamalat Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, 
and Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah respond well about Sharia Banking
dispute resolution under Article 55 clause (1) and (2) of the Law Number 21 of 
2008 about Sharia Banking because in performing they’s functions as the national
economy builder, Sharia Bank certainly want to obey every regulations which
underpin the operational, business and institutional of the Bank. On the other side,
Sharia Bank is also a financial intermediary institutions which oriented to benefit
as much as possible to minimize the risk which there will be fixed priority
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effectively and efficiently dispute resolution procedures. Second, regarding the
intersection authority between Religious Court’s and the District Court’s
(General) that arises from the Explanation of Article 55 clause (2), the Sharia 
Bank practitioners assumed that this case is because some factors: (1). The
Religious Court’s judges readiness still doubt the justice seekers; (2). The laws
that support the transaction of Sharia Banking products are issued prior to the 
issuance of Law No. 3 of 2006 as Law Number 42 of 1999 About Fiduciary has 
not been adjusted; (3). That the dualism of authority caused by the persistence of 
the Sharia Business Unit (UUS) as a branch office of a Conventional Bank which 
wants to apply Islamic principles, in terms of the law are still guided by
Conventional Bank entrusted the dispute resolution matters to the District Court’s
(General); (4). That the dualism of authority arranged for the Customer freedoms
to select a trusted remedy. Where it is in the opinion of the author because the
Sharia Bank enthusiasts not only Muslims but also from non-Muslims, while still 
there is no unification of law and the same legal certainty for all segments of 
society.
